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BAB 1 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran Covid-19 semenjak pertama kali teridentifikasi di Indonesia pada 

02 Maret 2020 hingga saat ini telah memasuki gelombang kedua. Menurut juru 

bicara satuan tugas penanggulangan Covid-19 kasus pada gelombang pertama 

terjadi akibat dari adanya libur natal dan tahun baru. Tepatnya pada 07 Januari 2021 

jumlah kasus mingguan mencapai 89.902. Dengan adanya pandemi Covid-19 juga 

membuat pemerintah melakukan penetapan kebijakan skala nasional dalam upaya 

mengurangi penyebaran virus Covid-19. Dalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 

2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dalam pasal 4 ayat 1 

menerangkan berbagai bentuk dari PSBB, yaitu peliburan tempat kerja (Work From 

Home) dan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di 

lokasi dan fasilitas umum lainnya. Namun, peraturan tersebut masih belum mampu 

untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Alasannya karena 

Indonesia ternyata masih mengalami gelombang kedua penyebaran Covid-19 

dengan laju penyebaran 7 kali lipat kasus lebih meningkat dibandingkan gelombang 

pertama, dengan total kasus mingguan mencapai 125.396 kasus. Salah satu akibat 

dari kenaikan kasus Covid-19 adalah mobilitas masyarakat yang cukup tinggi di 

Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid19 

oleh pemerintah adalah dengan menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat) darurat pada bulan Juli 2021 hingga saat ini. Dengan adanya 

peraturan PPKM yang cukup lama, membuat masyarakat telah terbiasa nyaman 

bekerja secara daring. Penelitian yang dilakukan oleh perusahaan teknologi Cisco 

mengatakan bahwa 95% karyawan memilih bekerja secara daring.

Peningkatan penyebaran Covid-19 juga didukung dengan adanya klaster 

yang membuat penyebaran Covid-19 tak terkendali. Beberapa klaster dengan 
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penyebaran kasus Covid-19 adalah klaster perkantoran, klaster keluarga, klaster 

pemukiman, klaster sekolah, klaster angkutan, klaster industri dan klaster rumah 

makan. Namun menurut Prof. Wiku, selaku juru bicara satgas Covid-19, klaster 

perkantoran menjadi perhatian khusus dalam penyebaran Covid-19. Sehingga 

penetapan work from home tetap dilakukan pada kegiatan industri maupun 

pemerintahan. Sebagai penggerak dari roda pemerintahan, aparatur sipil negara 

(ASN) harus tetap melakukan pekerjaan dan melayani masyarakat. Menurut 

kementrian keuangan, seharusnya instansi pemerintahan telah melakukan 

perancangan layanan melalui online, namun karena beberapa hal di antaranya dan 

adaptasi terhadap teknologi yang tidak maksimal, membuat implementasi pelayanan 

online berjalan dengan lambat. Dengan adanya pandemi Covid-19 memaksa 

seluruh instansi untuk mempunyai proses bisnis yang baru agar mampu beradaptasi 

dengan pelaksanaan work from home sesuai dengan himbauan pemerintah, dengan 

pengembangan pelayanan yang dilakukan tanpa perlu tatap muka. Layanan ini 

merupakan bagian dari adanya pengembangan revolusi industri yang telah terjadi.

Dalam bidang pemerintahan, pemerintah dituntut untuk dapat menjalankan 

roda pemerintahan dengan basis teknologi atau e-governance agar dapat mencapai 

birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan melakukan kebijakan work from home 

para karyawan bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, seperti 

melakukan komunikasi antar aparatur sipil negara melalui media seperti Whatsapp, 

Google Meet, maupun Instagram (Asbari dkk., 2020). Work from home atau yang 

dikenal lebih dulu dengan istilah telecommuting pada tahun 80-an merupakan 

kegiatan yang dilakukan pekerja dengan menyelesaikan tugas dari rumah 

dibandingkan dengan langsung menyelesaikan pekerjaan di kantor (Potter, 2003). 

Selain itu pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa telecommuting 

merupakan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan pada suatu tempat selain 

dari perusahaan atau kantor resmi, yang dilakukan secara teratur lebih dari satu hari 

dalam satu minggu (Woog, 2013). Dengan menerapkan sistem telecommuting yang 

memiliki jam kerja lebih fleksibel dapat meningkatkan produktivitas karyawan (Ye, 

2012) dan telecommuting menjadi peluang untuk tetap melaksanakan kinerja secara 

efektif dan efisien. Serta menurut Ruspendi, (2021) dengan adanya pandemi 
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Covid19 membuat para pemimpin daerah mulai melakukan inovasi untuk 

menerapkan e-governance, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-governance di seluruh 

jajaran pemerintahan secara menyeluruh. Ada beberapa faktor yang menuntut 

pemerintahan menciptakan e-governance (Indrajit, 2017) :

1. Era globalisasi, pergerakan globalisasi berjalan lebih cepat dari yang telah 

diperkirakan, sehingga membuat isu terkait demokrasi, hak asasi manusia, 

transparansi, good corporate governance lebih diperhatikan agar tetap bersaing 

secara global. 

2. Berkembangnya teknologi informasi, dengan kemajuan teknologi yang semakin 

pesat membuat perubahan perilaku dari masyarakat yang telah beradaptasi dengan 

perubahan teknologi, sehingga membuat pemerintah untuk melakukan inovasi 

sesuai dengan sikap masyarakat agar dapat efektif dan efisien.

3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dengan semakin membaik kualitas 

masyarakat membuat tuntutan kepada pemerintah terkait pelayanan publik semakin 

tinggi, sehingga tidak jarang apabila masyarakat telah mengawasi kinerja 

pemerintah dalam pengelolaan negara.

Selain ketiga faktor tersebut, kondisi akibat pandemi Covid-19 merupakan 

faktor dari gagasan pemerintah untuk lebih mengembangkan inovasi terkait e- 

governance sehingga dapat tercapai dan dijalankan secara maksimal di Indonesia, 

serta dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya. Kementerian Komunikasi 

dan Informatika atau kominfo pada tahun 2019 menyatakan memiliki target bahwa 

sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat dijalankan secara penuh 

pada 2023. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan agar kinerja 

instansi pemerintahan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, menciptakan 

pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas, serta untuk 

mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan untuk meningkatkan sistem 

pengelolaan pada birokrasi pemerintahan. Seperti yang ditetapkan pada Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE), bahwa sistem berbasis digital tersebut tidak hanya dilakukan 

pada tingkat kementerian dan lembaga pusat, namun juga hingga instansi 
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pemerintah daerah. Selain itu menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo), pemerintah juga sedang menyiapkan sistem non tunai atau disebut 

cashless untuk sektor pelayanan publik, sehingga tidak perlu menggunakan uang 

fisik lagi. Pemerintah akan melakukan integrasi pelayanan publik berbasis 

elektronik. Sehingga tidak hanya berlaku pada pusat, namun pada daerah juga 

berupaya melakukan pengembangan layanan publik berbasis digital.

Dari penjabaran diatas, membuat pemerintah pusat maupun daerah 

berupaya untuk menerapkan e-governance pada masing-masing wilayah. Seperti 

yang dilakukan oleh Norman, selaku Ketua Camat daerah Dawarblandong, 

Mojokerto untuk melakukan inovasi terhadap layanan publik mereka. Sebagai 

daerah dengan Pendapatan Asli Kawasan yang tinggi, dengan pusat kawasan 

industri yang cukup padat, membuat layanan publik dalam permintaan terkait 

perizinan surat maupun kebutuhan pribadi masyarakat masih berjalan selama 

pandemi. Dengan adanya kebutuhan tersebut, Norman menciptakan digitalisasi 

pelayanan publik. Sebagai pemimpin, Norman mengikuti pelatihan terkait 

digitalisasi pelayanan publik dalam kurun waktu kurang lebih selama 4 bulan untuk 

dapat membuat inovasi baru yang dapat memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan layanan pemerintahan. Selain itu, penerapan tersebut melalui proses 

yang panjang, seperti perizinan dari dinas kominfo Kabupaten Mojokerto, 

mentoring dengan pembimbing pelatihan, dan pembuatan SOP. Inovasi tersebut 

diberi nama “dipenekmas”, dasar dari digitalisasi layanan publik tersebut juga 

berasal dari himbauan pemerintah Indonesia dan daerah Mojokerto yang berupa 

Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 terkait sistem pemerintahan berbasis 

elektronik dan peraturan Bupati Mojokerto Nomor 15 tahun 2021 tentang tata 

kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada saat ini, Dipenekmas sedang 

dilakukan uji coba pada beberapa desa untuk memberikan arahan pertama kepada 

masyarakat terkait perubahan pelayanan yang akan dilakukan di kantor Kecamatan 

Dawarblandong.

Dengan menciptakan Dipenekmas merupakan salah satu inovasi yang dapat 

dilakukan oleh Norman, Dipenekmas sebagai salah satu dari Perceived 
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Organizational Support yang dilakukan agar layanan publik dapat berkembang, dan 

dengan tujuan agar kinerja karyawan terus meningkat dengan sistem yang lebih 

efektif dan efisien serta peneliti ingin melihat bagaimana dukungan organisasi dapat 

berjalan pada Kecamatan Dawarblandong. Perceived Organizational Support 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk memberikan balasan 

kepada karyawan atas komitmen yang diberikan oleh karyawan kepada organisasi 

(Bukhari et al.,2017). Selain itu, anggota organisasi yang memiliki tingkat 

dukungan organisasi yang tinggi akan menampilkan kinerja yang lebih baik (Kim 

et al., 2017). Kinerja organisasi adalah pengukuran yang dilakukan pada organisasi 

dengan memperhatikan produktifitas dan seberapa besar karyawan memiliki 

kotribusi dalam sebuah organisasi (Oyemomi et al., 2016). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Astuty (2020) menjelaskan bahwa Perceived Organizational Support 

memiliki dampak signifikan pada employee performance. Namun penelitian yang 

dilakukan Quansah (2020) Perceived Organizational Support tidak memiliki 

pengaruh signifikan pada employee performance. Dukungan organisasi dirasa tidak 

terlalu penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Perceived Organizational 

Support atau dukungan organisasi juga merupakan hubungan antara karyawan 

dengan lingkungan kerja, serta hubungan timbal balik yang ada pada karyawan dan 

organisasi (Sivalogathasan, dkk., 2014). Sehingga dapat menjadi salah satu aspek 

motivasi yang diberikan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja dan rasa peduli 

kepada anggota organisasi (Zhang et al., 2017).

Pemerintah pusat maupun daerah juga berupaya dalam memberikan 

dukungan organisasi kepada kantor pelayanan publik. Seperti yang dilakukan 

pemerintah kabupaten Mojokerto, yang menyelenggarakan pelatihan digitalisasi 

pelayanan publik selama kurang lebih 4 bulan pada pemimpin. Karyawan dengan 

keterlibatan yang tinggi dalam organisasi merupakan karyawan yang diberikan 

fasilitas yang menarik dalam sebuah organisasi (McBey et al., 2017). 

Organizational Commitment adalah sejauh mana individu mau dan memiliki niat 

untuk terlibat dalam sebuah organisasi (Wu et al., 2014). Adanya keterlibatan yang 

maksimal dari karyawan dapat dilakukan apabila dalam sebuah organisasi, tujuan 

individu dan organisasi telah menyatu (McBey et al., 2017). Hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Inas (2018) menjelaskan bahwa Perceived Organizational Support 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap and Organizational Commitment pada 

rumah sakit di Amman, Jordan.. Dan penelitian yang dilakukan Quansah (2020) 

menunjukkan bahwa Perceived Organizational Support berpengaruh signifikan 

terhadap Organizational Commitment pada perusahaan industri listrik di Ghana.

Situasi pandemi membuat Norman untuk melakukan E-Leadership karena 

sebagai upaya menanggulangi penyeberan Covid-19 pada klaster perkantoran. 

Sebagai seorang pemimpin, seseorang harus mampu untuk menguasai manfaat yang 

diberikan oleh internet agar dapat membuat organisasi bersaing secara global dan 

berjalan sesuai dengan perkembangan globalisai (Asbari, 2020). E-Leadership 

menurut Chua dkk., (2017) mendefinisikan sebagai proses menginfluensi anggota 

dengan media informasi dan teknologi dengan tujuan merubah kebiasaan dan 

meningkatkan kinerja karyawan maupun tim dalam organisasi. Beberapa perbedaan 

gaya kepemimpinan tradisional dengan kepemimpinan di era digital, menurut Iriqat 

dkk., (2017) ada beberapa indikator pemimpin dikatakan sebagai E-Leadership, 

yaitu (1) envision, merupakan kemampuan pemimpin dalam memimpin organisasi,

(2) engage, yang membuat pemimpin dan anggota memberikan opini terkait tujuan 

organisasi, (3) energize, merupakan kemampuan untuk memberikan motivasi, (4) 

empower, merupakan kapabilitas dalam pengambilan keputusan dalam 

permasalahan yang ada, (5) execute, merupakan aksi dari pemimpin dengan maksud 

mencapai tujuan organisasi, (6) elastic, merupakan kemampuan pemimpin untuk 

mampu dengan cepat beradaptasi pada lingkungan. Sedangkan menurut Yun-Chang 

dkk, (2019) kepemimpinan tradisional lebih berorientasi bagaimana memahami dan 

mengenal karyawan, dengan beberapa karakteristik berikut, pemimpin harus 

mampu meningkatkan keberanian karyawan dan menunjukkan pengertian terhadap 

karyawan yang mampu mendapatkan penghargaan, pemimpin harus menghargai 

dan memperlakukan adil setiap karyawan, terakhir, pemimpin harus memahami dan 

menoleransi kesalahan dari karyawan. Terdapat perbedaan yang sangat terlihat dari 

gaya kepemimpinan berbasis digital (E-Leadership) dan kepemimpinan tradisional. 

Dalam kepemimpinan berbasis digital (E-Leadership) seorang pemimpin tidak bisa 

hanya berorientasi pada karyawan, namun pemimpin juga mampu untuk membawa 
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arah organisasi akan berjalan serta cepat untuk beradaptasi pada perubahan yang 

terjadi pada lingkungan internal maupun eksternal. Dengan adanya perubahan pola 

kepemimpinan, diharapkan bahwa mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Kinerja organisasi merupakan hasil akhir dari sebuah proses yang telah dilakukan 

(Cahyono, 2020). Dengan adanya kontribusi yang diberikan oleh anggota dalam 

proses untuk mencapai tujuan organisasi, merupakan bentuk dari peningkatan 

kinerja organisasi (Nassazi, 2013). Seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh 

Norman Handhito selaku Ketua Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto 

dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin, untuk dapat terus melakukan 

adaptasi dengan keadaan saat ini, Norman melakukan kepemimpinan berbasis 

digital. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohb (2015) menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan terkait e- leadership (virtual leadership) terhadap kinerja 

sekolah di Malaysia, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan bahwa E-

Leadership mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Iriqat (2018) E-Leadership 

mampu untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam melakukan pelayanan publik. 

Serta penelitian yang dilakukan Mohb (2014) menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara E- Leadership (virtual leadership) dan job performance di sekolah 

Malaysia. Selain dengan memanfaatkan aplikasi yang terintegrasi dan terpusat pada 

Kota Mojokerto sebagai bentuk dari Perceived Organizational Support, yaitu e-

office yang dapat memudahkan proses kerja dengan jarak jauh tanpa mengurangi 

kinerja dari para karyawan, dalam aplikasi e-office terdapat beberapa fitur yang 

dapat diakses dimana dan kapan saja. Beberapa diantaranya berupa agenda surat 

keluar, disposisi masuk, tanda tangan digital dengan tampilan berikut :
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Figure 1.1 Tampilan E-Office

Dengan adanya keterbatasan ruang untuk bertemu di masa pandemi, 

eleadership diharapkan mampu untuk memberikan rasa saling percaya terhadap 

pemimpin, maumpun pemimpin terhadap anggota organisasi. E-Leadership 

memiliki hubungan yang signifikan pada kepercayaan yang dimiliki karyawan, 

sehingga menimbulkan Organizational Commitment meskipun melalui virtual. 

Dengan kepercayaan yang terus meningkat, dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam melakukan komunikasi (Vanhala, 2011), kepercayaan yang 

dimiliki oleh pemimpin kepada karyawan dapat meningkatkan dampak positif pada 

komitmen secara emosional (Schorrman et al., 2007), dengan meningkatknya 

komitmen secara emosional maka akan memberikan dampak yang signifikan 

terhadap Organizational Commitment (Goodwin et al., 2015). Menurut Feinstein, 

(2008) Organizational Commitment adalah pertimbangan karyawan untuk tidak 

meninggalkan organisasi atau perusahaan, serta tidak takut untuk kehilangan 

manfaat, diberhentikan kerja, dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan di 

organisasi lain. Penelitian yang dilakukan oleh Iriqat dkk., (2017) menjelaskan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara E-Leadership terhadap 

Organizational Commitment pada foreign commercial banks. Serta penelitian yang 

dilakukan oleh Iriqat (2018) menjelaskan bahwa E-Leadership secara langsung 

berpengaruh signifikan terhadap Organizational Commitment pada Islamic Banks 

di Palestina. Salah satu faktor yang mampu untuk meningkatkan kinerja adalah 

Organizational Commitment. Menurut Fahmi dkk., (2020) Organizational 
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Commitment merupakan rasa kesetiaan yang diberikan karyawan kepada organisasi 

dan rasa memiliki terhadap organisasi tersebut. Menurut Iriqat (2016) terdapat 

beberapa aspek pada Organizational Commitment, yaitu komitmen afektif, 

komitmen normative, dan komitmen berkelanjutan. Menurut penelitian yang 

dilakukan Quansah (2020) menunjukkan bahwa Organizational Commitment 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance 

perusahaan industri listrik di Ghana.

Sehingga dengan adanya fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian secara kuantitatif dengan judul “Pengaruh E-Leadership dan 

Perceived Organizational Support Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Variabel 

Mediasi Organizational Commitment di Kantor Kecamatan Dawarblandong, 

Mojokerto”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah E-Leadership berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Kantor   

Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto ?

2. Apakah Perceived Organizational Support berpengaruh terhadap Kinerja  

Karyawan Kantor Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto ?

3. Apakah E-Leadership berpengaruh terhadap Organizational Commitment Kantor  

Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto ?

4. Apakah Perceived Organizational Support berpengaruh terhadap Organizational 

Commitment Kantor Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto ?

5. Apakah Organizational Commitment berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

Kantor Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto ?

6. Apakah Organizational Commitment memediasi hubungan antara ELeadership dan 

Kinerja Karyawan Kantor Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto ?

7. Apakah Organizational Commitment memediasi hubungan antara Perceived 

Organizational Support dan Kinerja Karyawan Kantor Kecamatan Dawarblandong,  
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Mojokerto ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian saat 

ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah E-Leadership berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

Kantor Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto

2. Untuk menganalisis apakah Perceived Organizational Support berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan Kantor Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto

3. Untuk menganalisis apakah E-Leadership berpengaruh terhadap Organizational 

Commitment Kantor Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto

4. Untuk menganalisis apakah Perceived Organizational Support berpengaruh 

terhadap Organizational Commitment Kantor Kecamatan Dawarblandong, 

Mojokerto

5. Untuk menganalisis apakah Organizational Commitment berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan Kantor Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto

6. Untuk menganalisis apakah Organizational Commitment memediasi hubungan 

antara E-Leadership dan Kinerja Karyawan Kantor Kecamatan Dawarblandong, 

Mojokerto

7. Untuk menganalisis apakah Organizational Commitment memediasi hubungan 

antara Perceived Organizational Support dan Kinerja Karyawan Kantor Kecamatan 

Dawarblandong, Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Hasil akhir dalam penelitian saat ini diharapkan dapat berguna 

sebagai karya ilmiah yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu, terutama yang 

memiliki keterkaitan dengan teori E-Leadership, Perceived Organizational 

Support, Organizational Commitment, dan Kinerja Karyawan. 

2. Manfaat Praktisi        Penelitian saat ini diharapkan dapat memberikan saran maupun 
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pertimbangan bagi        Kantor Kecamatan Dawarblandong dalam hal pengambilan 

keputusan, kebijakan internal sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan pada 

waktu yang akan datang.


